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PERATURAN MENTERI PERTANIAN 
NOMOR 75/Permentan/OT.140/11/2011 

 
TENTANG 

 
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BIDANG PERTANIAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI PERTANIAN, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keamanan, kesehatan, mutu 

produk, dan melindungi konsumen serta kelestarian 
fungsi lingkungan hidup, maka produk di bidang 
pertanian perlu dilakukan sertifikasi; 

b. bahwa dalam melakukan pelayanan sertifikasi 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah 
ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 
550/Kpts/OT.140/9/2004 tentang Lembaga 
Sertifikasi Produk Hasil Pertanian dan Peraturan 
Menteri Pertanian Nomor 
39/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Pembentukan 
Lembaga Sertifikasi Produk Alat dan Mesin 
Pertanian; 

c. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan 
tata kerja di lingkungan Kementerian Pertanian, 
perlu meninjau kembali kebijakan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf b, dengan Peraturan Menteri 
Pertanian; 

 
Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang 

Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara 
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3478); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3821); 
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang 
Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411); 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran 
Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5015); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang 
Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 
132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang 
Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara 
Tahun 1983 Nomor 128, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3253); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang 
Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 
129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang 
Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 
1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3616); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 
tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4020); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang 
Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran 
Negara Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4157); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4737); 
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14. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1986 tentang 
Peningkatan Pascapanen Hasil Pertanian; 

15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 

16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, 
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 
Eselon I; 

17. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman 
Pelestarian, dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik 
Ternak; 

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem 
Perbibitan Ternak Nasional; 

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
41/Permentan/OT.140/9/2006 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan 
Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan 
Hortikultura; 

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
44/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu Alat dan Mesin 
Pertanian; 

22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan 
Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian; 

23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG 

LEMBAGA   SERTIFIKASI PRODUK BIDANG 
PERTANIAN 
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Pasal 1 
 

Membentuk Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian yang 
selanjutnya disebut LS-Pro, sebagai lembaga non struktural di lingkungan 
Kementerian Pertanian. 
 

Pasal 2 
 

LS-Pro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas: 
1. LS-Pro Alat dan Mesin Pertanian, dengan ruang lingkup alat dan mesin 

pertanian, berkedudukan di Balai Pengujian Mutu Alat dan Mesin 
Pertanian, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil 
Pertanian. 

2. LS-Pro Benih dan Bibit Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan 
ruang lingkup produk hasil tanaman pangan dan hortikultura, 
berkedudukan di Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih 
Tanaman Pangan dan Hortikultura (Balai Besar PPMB-TPH), 
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. 

3. LS-Pro Benih dan Bibit Ternak, dengan ruang lingkup produk benih 
dan bibit ternak, berkedudukan di Direktorat Jenderal Peternakan dan 
Kesehatan Hewan. 

 
Pasal 3 

 
LS-Pro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas 
melaksanakan sertifikasi dan menerbitkan Sertifikat Produk Penggunaan 
Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) produk bidang pertanian. 
 
 

Pasal 4 
 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 LS-
Pro bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri 
Pertanian melalui Direktur Jenderal lingkup Kementerian Pertanian sesuai 
dengan kewenangannya. 

Pasal 5 
 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan sertifikasi 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal lingkup Kementerian Pertanian sesuai 
dengan kewenangannya. 
 

Pasal 6 
 
LS-Pro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat dalam 
jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini 
harus telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional Badan 
Standardisasi Nasional. 
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Pasal 7 

 
Biaya operasional LS-Pro dibebankan kepada anggaran masing-masing 
Direktorat Jenderal lingkup Kementerian Pertanian. 
 

Pasal 8 
 

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri ini:  
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 550/Kpts/OT.140/9/2004 tentang 

Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Pertanian; dan 
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2008 

tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk Alat dan Mesin 
Pertanian; 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 9 
 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 
 
 

Ditetapkan diJakarta 
pada tanggal 30 Nopember 2011 
MENTERI PERTANIAN, 
 
               ttd 
 
        SUSWONO 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 5 Desember 2011 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA, 
 
           ttd. 
 
AMIR SYAMSUDDIN 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 779 
 


